
Menimbang:

Mengingat

BUPATI KARO

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO

NOMOR 02 TAHUN 2O2O

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA'

BUPATI KARO,

bahwauntukmelaksanakanketentuanPasall0SPeraturan
Pemerintah Nomot 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah dan Pasal 511 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik

Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan

Barang Milik Daerah;

: 1. pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2,Undang-Und"angNomorTDrt.Tahunlgs6tentangPembentukan
Daerah Otonom Kahrrpaten-Kabupaten Dalam Lingkungan

Daerah Propinsi sumatera utara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomot 47,

Tambahan lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 42861;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-und.ang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (l,embaran

Negara Republik Inddnesia Tahun 2oo4 Nomor 66, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor aaO0);

6. Undang-und,ang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2oa4 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438);

7. Undang-Undang.
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A74 Nomor

244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atasUndang-UndangNomor2STahun2oL4tentang
Pemerintahan Daerah {kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaraa Negara Republik

Indonesia Nomor 56791;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2A06 tentang Pelaporan

Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2AA6 Nomor 25, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor a6lal;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2OLO tentang standar

Akuntansi Pemerintahan {I-embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 201o Nomor 123, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2oL4 tentang Pengelolaan

BarangMilikNegara/Daerah{LembaranNegaraRepublik
Ind.onesia tahun 2Ol4 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5533);

1 l-. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2a]I4 tentang Penjualan

BarangMilikNegara/DaerahBerupaKendaraanPerorangan
Dinas {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor

30s,TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor
5610);

12.Perafiiran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2al9 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2AIg Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6233);
13. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2aa6 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangal (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

l4.PeraturanDaerahKabupatenKaroNomor35Tahun2ao6
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran

DaerahKabupatenKaroTahun2006Nomor34,Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 34);

Dengan.
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO

dan
BUPATI KARO

3.

Menetapkan : PERATURAN
DAERAH.

MEMUTUSKAN:

DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

yang selanjutnYa disingkat APBD

yang ditetaPkan dengan Peraturan

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah KabuPaten Karo.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah BuPati Karo.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Bupati'

Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Karo yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Lembaga Perwakilan Ra\yat Daerah yang berkedudukan sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah'

Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah.

Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang

adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi

pengelolaan Barang Milik Daerah.

Perangkat Daerah yang selanjutnya adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD

dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah.
10. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerah yang

mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat Pengelola

Keuangan Daerah.

11. Pengguna barang adalah pejabat

Milik Daerah.

pemegang kewenangan Penggunaan Barang

12. Unit kerja adalah
beberapa Program.

bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau

4.

5.

6"

7.
C)().

9.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

adalah rencana keuangan tahunan daerah

Daerah.

14. Barang.
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1.4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas

beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

15. Kuasa pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa

Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh

Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada

dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya'

16. pejabat penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan

fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang'

17. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang

adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional umum yang diserahi tugas

mengurus barang.
18. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang

menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan

Pejabat Penatausahaan Barang.

19. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum

tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan

Daerah pada Pengguna Barang.

20. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adatah pengurus barang yang

membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan

Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang'

21. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang

membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan

Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang'

22. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima'

menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan

Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang'

23. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen

berdasarkan kompetensi yang dimilikinya'
24. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas

suatu objek penilaian berupa Barang Miiik Daerah pada saat tertentu.

25. penilai pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah

Daerah.
26. pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan,
pemanfa atan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan'

pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian.
27. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan

Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu

dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan

tindakan Yang akan datang.

28. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD'

adalah dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah untuk periode

1 (satu) tahun.
29. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam

mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

diserahi tugas menerlma,
Barang L,Iilik Daerah Pada

yang diserahi
Barang Milik

30. Pemanfaatan.
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30. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak
digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status

kepemilikan.
31. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daeraholeh pihak lain dalam jangka

waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
32. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat

dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu

tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir

diserahkan kembali kepada Bupati.
33. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah

pendayagunaan Barang Milik Daeraholeh pihak lain dalam jangka waktu

tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber

pembiayaan lainnya.
34. Bangun Guna Serah yarLg selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan

Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan

bangunan danlatau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh

pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk
selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana

berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

35. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan

Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan

bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai

pembangunannya diserahkan untuk didqvagunakan oleh pihak lain tersebut

dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

36. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutrrya disingkat Ke{a Sama
penyediaan Infrastruktur adalah kerjasama antara pemerintah dan badan

usaha untuk kegiatan penyed.iaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
37. penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah

Bupati, ataubadan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara

infrastruktur berdasarkan peraturan peru ndalg- undan gan.

38. pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah'

39. penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak
lain d.engan menerima penggantian dalam bentuk uang'

40. Tukar Menukar adalah pLngalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang

dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar
pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan
-menerima pengganij* utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai

seimbang.
41. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah

kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian'

42. penyertaan Modal Pemerintah Daerah adatah pengalihan kepemilikan Barang

Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan

menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai

modat/saham daerah pada badan usaha milik riegara, badan usaha milik

daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

43.Pemusnahan. . .
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43. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang

Milik Daerah.
44. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar

barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk

membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna

Barang dari tanggung jawab administrasi dan {isik atas barang yang berada

dalam penguasaannya.
45. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,

inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
46. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan

pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.

47. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti

kepemilikan atas Barang Milik Daerah.

48. Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh Barang

Milik Daerah.
49. Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah

yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang'

50. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik

Daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang'

51. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan

berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga

serta menunjang petraksanaan tugas pejabat dan/afau pegawai negeri sipil

pemerintah daerah yang bersangkutan-
52. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Barang milik daerah rneliPuti:
a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau

b. barang yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah.

Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf b, meliputi:

a. barang yang diper0leh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;

b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;

c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan perattrran perundang-

undangan;
d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap; atau

e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal

pemerintah daerah.
Pasal 3

Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang

digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada

pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Daerah'

Barang Milik Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat disita

sesuai d.engan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(21

(1)

(2)

Pasal 4.
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Pasal 4

(1) Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilengkapi dokumen pengadaan.

(2) Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilengkapi dokumen perolehan.

(3) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1i dan ayat (2) bersifat
berwujud maupun tidak berwujud.

Pasal 5

(1) Pengelolaan barang milik daerah berdasarkan asas fungsional, kepastian
hukum, trasparansi, efisiensi, akunta{ilitas, dan kepastian nilai.

(2) Pengelolaan barang milik daerah meliputi:
a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
b. pengadaan;
c. penggunaan;
d. pemanfaatan;
e. pengamanan dan pemeliharaan;
f. penilian;
g. pemindahtanganan;
h. pemusnahan;
i. penghapusan;
j. penatausahaan; dan
k. pengawasan dan pengendalian.

BAB II
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu
Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah

Pasal 6

(1) Bupati adalah memegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.

(21 Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} berwenang dan bertanggung jawab:

a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

b. menetapkan penggunaan,pemanfaatan,atau pemindahtangan barang milik
daerah;

c. menetapkan kebijakan pengalnanan dan pemeliharaan barang milik
daerah;

d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;

e. mengqiukan usul pemindahtangan barang milik daerah yang memerlukan
persetujuan DPRD;

f. menyetujui usul pemindahtangan, pemusnahan, dan penghapusan barang

milik daerah sesuai batas kewenangannya;

g. menyetujui. . .
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g. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah berupa sebagian tanah
dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan

h. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk
kerjasama penyediaaninfrastruktur.

Bagian Kedua
Pengelola Barang

Pasal 7

Sekretaris daerah selaku pengelola barang, berwenang dan bertanggungjawab:
a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;

b. meneliti dan menyetujui rencarla kebutuhan pemeliharaan f perawatan

barang milik daerah;
c. mengqjukan usul pemanflaatan dan pemindahtangan barang milik daerah

yang memerlukan persetujuan Bupati;
d. mengatur pelaksanan penggunaan, pemanfaatxr, pemusnahan, dan

penghapusan barang milik daerah';

e. mengatur pelaksanaan pemindahtangan barang milik daerah yang telah

disetujui oleh Bupati atau DPRD;

f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik
daerah; dan

g. melakukan pengawasan d.an pengendalian atas pengelolaan barang milik
daerah.

Bagran Ketiga
Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang

Pasal 8

(1) Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna barang-

(Zl Pengguna Barang bagaimana dimaksud pada ayat (U ditetapkan dengan

keputusan Bupati.
(3) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' berwenang dan

bertanggungiawab:
a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah

bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
b. meng4jukan permohonan penetapan status mengguna allggaran yang

diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

c. melakukan pencatatan inventarisasi barang milik daerah yang berada

dalam pengua$aannya;
d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam pellguasaannya

untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

yang dipimpinnya;
e. menggr.rnankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam

penguasaallnya;
f. mengqjukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik

daerah berupa tanah danlatau bangunan yang tidak memerlukan

persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau

bangunan;

g" melryerahkan. . .
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g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang
tidak digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan
pihak lain, kepada Bupati melalui pengelola barang;

h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;

i. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan

barang milik daerah yaxg berada dalam perrguasaannya; dan
j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan

laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya

kepada pengelola barang.

BAB III
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu
Prinsip Urnum

Pasal 9

(1) Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah disusun dengan memperhatikan
kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan

Barang Milik Daerah yang ada.
(21 Perencanaa Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (U meliputi

Perencanaan Pengadaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan

Penghapusan Barang Milik Daerah.
(3) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (i) merupakan salah

satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran

untuk kebutuhan baru lrww initiatiuel dan angka dasar (baselinel serta
penyusunari rencana keg'a d"an anggaran.

(4) Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada:

a. standar barang;
b. standar kebutuhan; dan/atau
c. standar harga.

(5) Standar barang, standar kebutuhan dan standar harga sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Bupati, untuk Barang Milik
Daerah setelah berkoordinasi dengan dinas teknis terkait.

(6) Penetapan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan

penetapan standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat {4} huruf c

dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pasal 1O

(1) Pengguna Barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajukan

oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan Kantor yang

dipimpinnya.
t2l Pengguna Barang menyampaikan usul rencana kebutuhan Barang Milik

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1} kepada pengelola barang'

{3} Pengelola. . .
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(3) Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usul rencana kebutuhan Barang
milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat l2l bersama pengguna barang
dengan memperhatikan data barang pada pengguna barang dan/atau
pengelola barang dan menetapkannya sebagai rencana kebutuhan barang
milik daerah.

Bagian Kedua
Lingkup Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Pasal 11

(1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi:
a. Perencanaan pengadaan barang milik daerah;
b. Perencanaan pemeliharaan barang milik daerah;
c. Perencanaan pemanfaatan barang milik daerah;
d. Perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah; dan
e. Perencanaan penghapusan barang milik daerah.

(2) Perencanaan pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dituangkan dalam dokumen RKBMD Pengadaan.

(3) Perencanaan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} huruf b dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemeiiharaan.

(4) Perencanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemanfaatan.

(5) Perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemindahtanganan.

(6) Perencanaan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e dituangkan dalam d,okumen RKBMD Penghapusan.
(7) Tata cara penyusunan RKBMD pengadaan sebagimana dimaksud pada ayat {21,

tata cara penyusunan RKBMD pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), tata cara penyusunan RKBMD pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada
ayat t4), tata ca.ra penyusunan RKBMD pemindahtanganan sebagaimana
dimaksud pada ayat t5) dan tata cara penyusunan RKBMD penghapusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tate- cara pelaksanaan perencanaan
kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah diatur dengan Peraturan
Bupati.

Bagian Ketiga
Penyusunan Perubahan RKBMD

Pasal 12

(1) Pengguna Barang dapat melakukan perubahan RKBMD.
(2) Perubahan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum

penyusunan Perubahan APBD.
(3) Tata cara penyusunan perubahan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian. . .



(1)

11

Bagian Keempat
Penyusunan RKBMD Untuk Kondisi Darurat

Pasal 13

(1) Dalam hal setelah batas akhir penyampaian RKBMD terdapat kondisi darurat,
pengusularl penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru {new initiative} dan
penyediaan arlggaran angka dasar (baseline) dalam rangka rencana pengadaan

dan/atau rencana pemeliharaan barang milik daerah dilakukan berdasarkan
mekanisme penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam
dan gangguan keamanan skala besar.

(3) Hasil pengusulan penyediaan anggararl sebagiamana dimaksud pada ayat (1)

harus dilaporkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang bersamaan

dengan penyampaiaan RKBMD Perubahan dan/atau RKBMD tahun berikutnya.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat {3) digunakan oleh Pengelola Barang

sebagai bahan pertimbangan tambahan dalam penelaahan atas RKBMD yang

disampaikan oleh Pengguna Barang bersangkutan pada APBD Perubahan tahun
anggaran berkenaan dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya-

BAB IV
PENGADAAN

Pasal 14

Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien,

efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.
Pelaksanaan pengadaan barang rnilik daerah dilakukan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan barang milik
daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang untuk ditetapkan status
penggunaannya.
l,aporan hasil pengad"aan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat {1), terdiri dari iaporan hasil pengadaan bulanan, semesteran dan tahunan.

BAB V
PENGGUNAAN

Pasal 16

(1) Status Penggunaan Barang Milik daerah ditetapkan Oleh Bupati'
(2) Bupati dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan atas barang milik

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain tanah dan/atau bangunan

dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang.

(3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat {21, antara lain adalah

barang milik daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan ats"u dengan nilai

tertentu.

lzl

(1)

{21

{a} Nilai. . .
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(4) Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati'

(5) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat {2) dilaksanakan secara tahunan.

Pasal L7

(1) Penggunaan barang milik daerah meliputi:

a. penetapan status penggunaan barang milik daerah;

b. pengalihan status penggunaan barang milik daerah;

c. penggurlaarl semesteran barang milik daerah; dan

d. penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh

pihak lain.
(2) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada

untuk:

ayat {1) dilakukan

a. Penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan

b. Dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum

sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan'

Pasal 18

Penetapan status penggunaar tidak dilakukan terhadap:

a. barang persediaan;

b. konstruksi dalam pengerjaan (KDP);

c. barang yang d.ari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; dan

d. aset tetap renovasi (ATR).

Pasal 19

Penetapan status pellggunaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau

bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanatr dan/atau bangunan

tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi

Pengguna barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan'

Pengguna barang wajib menyerahkan fuarang milik daerah berupa tanah

dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak digUnakan

dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang kepada Bupati

melalui Pengelola Barang.

Barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada

Pengguna Barang dapat digUnakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya

dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengUbah status penggunaan barang

milik daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati'

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana d.imaksud pada ayat t2) apabila

tanah dan/atau bangunan sebagimana dimaksud pada ayat (21 telah

direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu

tertentu yang ditetapkan oleh Bupati'
(5) Bupati mencabut status penggunaan atas barang milik daerah berupa tanah

dan/atau bangunan yang tidak digunakan datam penyelenggaraan tugas dan

fungsi Pengguna Barang sebagimana dimaksud pada ayat {2).

(u

tzl

(3)

(4)

(6) Dalam.
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(6) Dalam hal barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagimana

dimaksud pada ayat (2) tidak diserahkan kepada Bupati, Pengguna Barang

dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan atas barang milik

daerah berkenaan.

Pasal 2O

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penggunaan barang milik

daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMANFAATAN
Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 21

pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh:

a.. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk Barang Milik Daerah

yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang;

b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang

Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang; atau

c. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang

Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih

digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan'
pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangall

teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum'

Pasal 22

Biaya pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Daerah serta biaya

pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra

pemanfaatan.
Biaya persiapan pemanfaataan Barang Milik Daerah sampai dengan

penunjukkan mitra Pemanfaatan dibebankan pada APBD.

Pendapatan daerah dari pemanfaatan Barang Milik Daerah merupakan

penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum

Daerah.
pend"apatan daerah dari pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan

La.yanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan

seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan umum Daerah.

pendapatan daerah dari pemanlaatan Barang Milik Daerah dalam rangka

selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan umum Daerah

merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas

Umum Daerah.

(2)

(1)

(2)

(3)

(4\

(5)

Pasal 23.
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Pasal 23

(1) Barang Milik Daerah yarag menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan

atau digadaikan.
(21 Barang Milik Daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat

dikenakan sebagai objek pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Pasal 24

(1) Objek pemanfaatan barang milk daerah meliputi:
a. tanah dan/atau bangunan; dan
b. selain tanah dan/atau bangunan.

{2) Objek pemanfaatan barang milik d.aerah berupa tanah dan/atau bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a, dapat dilakukan untuk sebagian

atau keseluruhannya.
(3) Dalam hal objek pemanfaatan barang milik daerah berupa sebagian tanah/atau

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat t2l, luas tanah dan/atau

bangunan yang menjadi objek pemanfaatan barang milik daerah adalah sebesar

luas beg;ran tanah danlatau bangunan yang dimanfaatkan'

Bagian Kedua

Bentuk Pemanfaatan
Pasal 25

Bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:

a. Sewa;

b. Pinjam Pakai;
c. Kerja Sama Pemanfaatan;
d. Bangunan Guna Serah Atau Bangunan Serah Guna ; dan

e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Bagian Ketiga
Sewa

Pasal 26

(1.) penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuart:

a. mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak

dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

penyelenggaraan pemerintah daerah;

b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan

fungsi pengguna Barang; dan/atau
c. mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak

sah.
(2) Penyewaan barang milik daerah dilakukan sepanjang tidak merugikan

pemerintah daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi

penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pasal 27. . .
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Pasal 27

(1) Sewa barang milik daera.h dilaksanakan terhadap:
a. Barang milik daerah berupa tanah danlatau bangunan yang sudah

diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;
b. Barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang

masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau
c. Barang milik daerah selain tanah dxr/ atau bangunan.

(21 Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat tU huruf a
dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

(3) Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf b dan
huruf c dilaksanakan oleh Pengguna barang setelah mendapat persetujuan
dari Pengelola Barang.

Pasa] 28

(1) Barang milik daerah dapat disewakan kepada pihak lain.
(21 Jangka waktu sewa barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat

diperpanjang.
(3) Jangka waktu sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {2}

dapat lebih dari 5 (iima) tahun dan dapat diperpanjang
a. kerja sarna infrastuktur;
b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih

dari 5 {lima) tahun; atau
c. ditentukan lain dalam Undang-Undang

(41 Formula tarif/besaran. sewa barang milik daerah berupa tana}l. dan/atau
bangunan ditetapkan oleh Bupati,

t5) Besaran sewa atas barang milik daerah untuk kerja sarna infrastuktur
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau untuk kegiatan dengan

karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih 5 {lima} tahun
sebagaimana dimaksud pada ayat t3) huruf b mempertimbangkan nilai
keekonomian dari masing-masing j enis infrastukttlr.

(6) Formula tariflbesaran sewa barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada kebijakan
pengelolaan barang milik daerah.

t|l Sewa barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan perjanjian, YanS

sekurang-kurangnya memuat :

a. para pihak yang terkait dalam perjanjian;
b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama

jangka waktu sewa; dan
d. hak dan kewajiban para Pihak.

(8) Hasil sewa barang milik daerah merupakan penerimaan Daerah dan

seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

(9) Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2

(dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa barang milik
daerah.

{1O} Dikecualikan. . .
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(10) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9)' penyetoran

uang sewa barang milik daerah untuk kerja salna infrastruktur dapat

dilakukan secara. bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang'

{11) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan sewa barang milik daerah diatur

dengan Peraturan BuPati.

Bagran KeemPat

Pinjam Pakai
Pasal 29

Pinjam pakai dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. mengoptimalkan barang milik daerah yang belum atau tidak dilakukan

penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi PenggUna Barang;

atau
b. menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah'

Peminjam pakai dilarang untuk melakukan pemanfaatan atas objek pinjam

pakai.

Pasal 3O

Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam rangka

penyelenggaraan Pemerintahan.
pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dilakukan oleh:

a. Pengelolaan Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada

Pengelolaan Barang; dan

b. Penggrna Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna

Barang.
Pelaksanaan Pinjam Pakai
sebagaimana dimaksud Pada
persetujuan BuPati.

Pasal 31

(1) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun

dan dapat diperpanjang 1 {satu} kali'

(2\ Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit

memuat:
a. ptra pihak yang terkait dalam perjanjian;

b. dasar Perjanjian;
c. identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian;

d. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;

e. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama

jangka waktu Peminjaman;
f. hak dan kewajiban Para Pihak; dan

g. persyaratan lain yang dianggap perlu'

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah

diatur dengan Peraturan BuPati'

(3) oleh Pengelola barang/Pengguna Barang

ayat (21 dilaksanakan setelah mendapatkan

Bapan Kelima.
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Bagian Kelima
Kerja Sama Pemanfaatan

Pasal 32

Kerja sama Pemanfaatan barang milik daerah d.engan pihak lain dilaksanakan

dalam rangka:
a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah; dan/atau

b. meningkatkan pendapatan daerah

Pasal 33

Kerja Sama Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan terhadap:

a. barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang sudah

diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;

b. barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih

digunakan oleh Pengguna Barang; atau

c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

KSP barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {U huruf a,

dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati'

KSP harang milik daerah sebagaimana dimaksud pad'a ayat (1) huruf b dan

huruf c, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapatkan persetujuan

Pengelola Barang.

Pasal 34

(1) Keq'a Sama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi

biaya operasional, pemeliharaan, d,an /atau perbaikan yarrg diperlukan

terhadap barang milik daerah tersebut;

b. mitra KSP ditetapkan melalui tender, kecuali untuk barang milik daerah

yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;

c. penunjukan langsung mitra KSP atas barang milik daerah yang bersifat

khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh Pengguna

Barang terhadap Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki bidang dan/atau

wilayah kerj a tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;

d. mitra KSp harus membayar kontruksi tetap setiap tahun selama jangka

waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan

hasil KSP ke rekening Kas Umum Daerah;

e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP

ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh:

1. Bupati untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan;

2. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah selain tanah dan/atau

bangunan
f. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntunganhasil KSP

harus mendapat persetujuan Pengelola Barang;

g. dalam KSP barang milik daerah berupa tanah dan/atau baagunan' sebagian

kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan

beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi

tidak termasuk objek KSP;

h. besaran' ' .
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h. besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagran dari kontribusi
tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada
huruf g paling banyak LOo/" {sepuluh persen) dari total penerimaan
kontribusi tetap dan pembagtan keuntungan selama KSP;

i. bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan
pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan barang milik
daerah;

j. selama jangka waktu pengoperasian, mitra KSP dilarang menjaminkan atau
menggadaikan barang milik daerah yang menjadi objek KSP; dan

k. jangka waktu KSP paling lama 30 {tiga puluh} tahun sejak perjanjian
ditandatangani dan dapat diperpanjang.

(21 Semua biaya persiapan KSP yang terjadi setelah ditetapkannya mitra KSP dan
biaya pelaksanaan KSP menjadi beban mitra KSP.

(3) Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
k tidak berlaku dalam hal KSP atas barang milik daerah untuk penyediaan

infrastruktur.
(4) Jangka waktu KSP atas barang milik daerah untuk penyediaan infrastruktur

sebagaiman dimaksud ayat (3) paling lama 50 {lima puluh) tahun sejak
perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

(5) Dalam hal mitra KSP atas barang milik daerah untuk penyediaan infrastruktur
sebagaiman dimaksud pada ayat (3) berbentuk badan usaha milik
negaraldaerah, kontribusi tetap dan pembagran keuntungan dapat ditetapkan
paling tinggr sebesar 7Ao/o (tduh puluh persen) dari hasil perhitungan tim
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

(6) Besaran kontribusi tetap dan pembagran keuntungan sebagaimana dimaksud
pada ayat {5} dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(7) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan KSP barang milik daerah diatur
dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Bangunan Guna Serah atau Bangunan Serah Guna

Pasal 35

(U BGS atau BSG Barang MiUk Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. pengguna barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagr penyelenggaraan

Pernerintah Daerah untuk kepentingan pelayan umum dalam rangka
penyelenggaraarl tugas dan fungsi; dan

b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk
penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.

(2j Bangunan dan Fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil pelaksanaan BGS

atau BSG harus dilengkapi dengan iain Mendirikan Banguanan {IMB} atas

narta pemerintah daerah.
(3) Biaya persiapan BGS atau BSG yang dikeluarkan Pengelola Barang atau

Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra BSG atau BGS dibebankan

pada APBD.

ia) Biaya. . .
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(4) Biaya persiapan BGS atau BSG yang terjadi setelah ditetapkannya mitra BGS

atau BSG dan biaya pelaksanaan BGS atau BSG menjadi beban mitra yang

bersangkutan.
penerimaan hasil pelaksanaan BGS atau BSG merupakan penerimaan daerah

yang w4jib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

BGS atau BSG barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati

dengan mengikut sertakan pengguna barang.

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan BGS atau BSG Barang Milik

Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagai hasil dari

pelaksanaan BGS atau BSG dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait.

Hasil pelaksanaan BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

bangunan beserta fasilitas yang telah diserahkan oleh mitra setelah

berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan untuk BGS atau setelah

selesainya pembangunan untuk BSG'

Pasal 37

(1) Jangka waktu BGS paling lama 30 {tiga puluh) tahun sejak peqjar{ian

ditandata.ngari.
(2\ Penetapan mitra BGS atau BSG dilaksanakan melalui tender'

(3) Mitra BGS atau BSG yang telah ditetapkan, selama jangka waktu

pengoperaslan:
a. wajib membayar kontribusi ke

yang besarannya ditetaPkan
dibentuk oleh BuPati.

b. wajib memelihara objek BGS atau BSG; dan

c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan;

(4) Dalam jangka waktu pengoperasian, hasil BGS atau BSG harus digunakan

langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah paling

sedikit 10% (sePuluh Persen)'
(5) BGS atau BSG dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit

memuat:
a. dasar perjanjian;
b. identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian;

c. objek BGS atau BSG;

d. hasil BGS atau BSG;

e. peruntukan BGS atau BSG;

f. jangka waktu BGS atau BSG;

g. besaran kontribusi tahunan serta mekanisme pembayarannya;

h. besaran hasil BGS atau BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan

fungsi Pengelola BaranglPengguna Barang;

i. hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian;

rekening Kas Umum Daerah setiap tahun,

berdasarkan hasil perhitungan tim yang

j. ketentuan.
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j. ketentuan mengenai berakhirnya BGS atau BSG;

k. sanksi;
1. pen5relesaian perselisihan; dan

m. persyaratan lain yang dianggap perlu'

(6) Perjanjian BGS atau BSG sebagaimana dimaksud

dalam Akte Notaris.

pada ayat {5) dituangkan

(71 Mitra BGS bar-ang milik daerah harus menyerahkan objek EGS kepada

pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan Audit oleh

Pengawasan Intern Pemerintah'

Bupati
Aparat

Pasal 38

BSG barang milik daerah dilaksanakan dalam tata cara:

a. mitra BSG harus menyerahkan objek BsG kepad'a Bupati setelah selesainya

Pembangunan;
b. Hasil BSG yang diserahkan kepada Bupati ditetapkan sebagai barang milik

daerah;
c. Mitra BSG dapat mendayagunakan barang milik daerah sebagaimana dimaksud

pada huruf b sesuai jangka waktu yang ditetapkan daiam perjanjian; dan

d" Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek BSG terlebih dahulu di

Audit oleh Aparat pengawasan Intern Pemerintah sebelum penggunaannya

ditetapkan oleh BuPati.

Bagian Ketujuh
Kerja Sama Penyedia Infrastruktur TKSPI)

Pasal 39

KSPI atas barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan:

a. dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyedia infrastruktur guna

mendukung tugas dan fungsi Pemerintahan;

b. tidak tersedia atau tidak cukup tersed.ia dana dalam APBD untuk penyediaan

infrastruktur; dan
c. termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan infrastruktur yang

ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 4O

(1) Pihak yang dapat melaksanakan KSPI adalah:

a. Pengelola barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola

Barang; atau
b. Pengguna Barang, untuk

Barang.

barang milik daerah yang berada pada Pengguna

(21 KSPI atas barang milik daerah dilakukan antara Pemerintah Daerah dan

Badan Usaha.
(3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud

berbentuk:

pada ayat {1) adalah badan usaha yang

a. Perseroan.
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a. Perseroan Terbatas;
b. Badan Usaha milik Negara;
c. Badan milik daerah; dan/ atau
d. Koperasi.

Pasal 41

(U PJPK KSPI atas barang milik daerah adalah pihak yang diturg'uk dan/ atau;
ditetapkan sebagai PJPK dalam rangka pelaksanaan keq'a sama Pemerintah
Daerah dengan Badan Usaha.

(21 Pihak yang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai PJPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan peraturan Perundang-
undangan.

Pasal 42

(1) Jangka waktu KSPI atas barang milik daerah paling lambat 5O (lima puluh)
tahun sejak perjanjian ditanda tangani dan dapat diperpanjang:

{21 Jangka waktu KSPI ata.s barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

{1} ditetapkan oleh Bupati.
(3) Jangka waktu KSPI atas barang milik daerah dan perpanjangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 dituangkan dalam perjanjian KSPI atas barang milik
daerah.

Pasal 43

(1) Penetapan mitra KSPI dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-
undangan.

(21 Mitra KSPI yang telah ditetapkan, selama jangka waktu KSPI:
a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan barang

milik daerah yang menjadi objek KSPI;

b. wajib memelihara objek KSPI dan barang hasil KSPI; dan
c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat

kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat
pe{ anjian dimulai (clawback).

(3) Pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat {21huruf c

disetorkan ke Kas Umum Daerah.
(4) Formula dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana

dimaksud pada ayat {21huruf c ditetapkan oleh Bupati.
(5) Mitra KSPI harus menyerahkan objek dan barang hasil KSPI kepada pemerintah

daerah pada saat berakhirnya jangka waktu KSPI sesuai pedanjian.
(6) Barang hasil KSPI menjadi barang milik daerah sejak diserahkan kepada

Pemerintah Daerah sesuai pe{anjian.
{71 Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan KSPI barang milik daerah diatur

dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan. . .
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Bagian Kedelapan
Tender

Pasal 44

t1) Tend"er sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat I huruf b dilakukan

dengan cara:
a. rencana tender diumumkan di media massa nasional;

b. tender dapat dilanjutkan pelaksanaannya sepanjang terdapat paling sedikit

3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran;

c. dalam hal calon yang rnemasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta,

dilakukan pengumuman ulang di media massa nasional; dan

d. dalam hal setelah pengumuman ulang;

1. terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra, proses dilanjutkan

dengan mekanisme tender;
2. terdapat 2 (dua) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses

selanjutnya dilakukan dengan mekanisme seleksi langsung; atau

3. terdapat 1 {satu} peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses

selanjutnya dilakukan dengan mekanisme penunj ukan langsung'

(2\ Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaall tender pemanfaatan barang

daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu
Pengamanan

Pasa1 45

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wqiib

melakukan - pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam

penguasaannya.
Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, pengamanan hukum'

Pasal 46

(1) Barang milik d.aerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah

Daerah.
(2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti

kepemilikan atas narna Pemerintah Daerah'

(3) Barang milik daerah selain tanah danf ata]u- bangunan

bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah'

Pasal 47

Bukti kepemilikan Barang Milik Dabrah wajib disimpan dengan tertib dan

aman.
penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Daerah dilakukan oleh Pengelola

Barang.

milik

(i)

{21

(1)

(2)

harus dilengkaPi dengan

Pasal 48
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Pasal 48

Bupati dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka
pengalnanan Barang Milik Daerah tertentu dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut tentang pengamanan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagran Kedua
Pemeliharaan

Pasal 50

(U Barang yang dipelihara adalah Barang Milik Daerah danlatau Barang Milik
Daerah dalam penguasaan Pengelola F,araLrtg/Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang.

t2l Pengelola Barang, Pengguna Barang dan kuasa Fengguna Barang
bertanggungiawab atas pemeliharaan Barang Milik Daerah yang berada dalam
penguasaannya.

(3) Tujuan dilakukan pemeliharaan atas Barang Milik Daerah sebagaimana
dimakud pada ayat (2) adaiah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua
Barang Milik Daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap
digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

(41 Dalam rangka tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah
harus memprioritaskan anggaran belaqia pemeliharaan dalam jumlah yang
cukup,

(5) Biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dibebankan pada APBD.
(6) Dalam hal Barang Milik Daerah dilakukan pemanfaatan dengan pihak lain,

biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari mitra
pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Pasal 51

(1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 berpedoman pada daftar
kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah.

(21 Daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat {L) merupakan bagian dari daftar kebutuhan barang milik daerah.

Pasal 52

(1) Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang
yang berada dalam kewenangannya.

(2) Kuasa Pengguna Barang melaporkan hasil pemeliharaan barang sebagaimana
dimaksud pada ayat {U secara tertulis kepada Pengguna Barang untuk
dilakukan penelitian secara berkala setiap eflam bulan/ per semester.

{3} Pengguna. . .
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(3) pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana

dimaksud pada ayat {2) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang

dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

(4) Daftar hasil pemeliharaan barang yang d.isusun pengguna barang atau pejabat

yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat {3) merupakan barang milik

daerah.
(5) Penelitian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat {21dilakukan terhadap:

a. anggaran belanja dan realisasi belanja pemeliharaan; dan

b. target kinerja dan realisasi target kineq'a pemeliharaan'

(6) Pengguna Barang melaporkanlmenyampaikan Daftar Hasil Pemeliharaan

Barang tersebut kepada Pengelola Barang seca-ra berkala.

Pasal 53

(1) Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis barang milik daerah dilakukan

pencatatan kartu pemeliharaan/perawatan yang dilakukan oleh penggrus

barang I pengurus barang pembantu.

(21 Kartu pemeliharaan/petawatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) menurut:

a. nafila barang;
b. spesi{ikasinYa;
c. tanggal PemeliharaaanYa;
d. jenis pekerjaan atau pemeliharaan;

e. barang atau bahan yang dipergunakan;

f. biaya pemeliharaarl;
g. pihak yang melaksanakan pemeliharaan; dan

h. hal yang diPerlukan"

BAB VIII
PENILAIAN

Pasal 54

(1) Peniiaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca

pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan.

(2) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikecualikan untuk:
a. pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; dan

b. pemindahtanganan dalam bentuk hibah'

Pasal 55

(1) penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka

pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh:

a. Penilai Pemerintah; atau
b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati'

(21 Penilai Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Penilai

selain Penilai Pemerintah yang mempunyal izin praktek Penilaian dan menjadi

anggota asosiasi Penilai yar1g diakui oleh pemerintah.

t3) Penilaian- . .
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(3) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {U
dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka perryusunan neraca Pemerintah
Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian Barang Milik Daerah diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMINDAHTANGANAN

Pasal 58

(1) Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas
pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan.

(21 Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dengan cara:
a. penjualan;
b. tukar menukar;
c. hibah; atau
d. penyertaan modal pemerintah daerah.

Pasal 59

(U Dalam rangka pernindahtanganan barang milik daerah dilakukan penilaian-
(2) Dikecua-likan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk

pemindahtanganan dalam bentuk hibah.
(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilaksanakan untuk

mendapatkan nilai wajar.

Pasal 6O

Pemindahtangan barang milik daerah yang dilakukan setelah mendapat
persetujuan DPRD untuk:
a. tanah danlatau bangunan; atau
b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.OOO.OOO.OOO.-

(iima miliar rupiah).

Pasal 61

(U Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang

bernilai sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan
oieh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

{2} Pemindahtanganan. . .
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(2| Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah danf atau bangunan yang
bernilai lebih dari Rp.5"000.000.000,00 {lima miliar rupiah) dilakukan oleh
Pengelola Barang setelah mendapat Persetqjuan DPRD.

(3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai wajar
untuk pemindahtanganan dalam bentuk penjualan, tukar menukar dan
penyertaan modal.

(4) Nilai sebagaimana pada ayat (1) dan Ayat {2) merupakan nilai perolehan untuk
pemindahtanganan dalam bentuk hibah.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut rnengenai pemindahtanganan Barang Milik Daerah diatur
d.engan Peraturan Bupati.

BAB X
PEMUSNAHAN

Pasal 63

Pemusnahan Barang Milik Daerah dilakukan apabila:
a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimantaatkan, dan/atau tidak dapat

dipindahtangankan; atau
b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

(1) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat
persetujuan Bupati, untuk barang milik daerah pada pengguna barang.

(2) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat
persetujuan Bupati, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang.

(3) Petaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dan ayat (2}

dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemusnahan Barang Milik Daerah diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB XI
PENGHAPUSAN
Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 66

Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi:
a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau daftar Barang Kuasa

Pengguna;
b. penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan/atau
c. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 67. . .
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Pasal 67

(1) Penghapusan dari daftar Barang Pengguna dan/atau daftar Barang Kuasa
Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, dilakukan dalam
hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna
Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

(21 Penghapusan dari daftar Barang Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal

66 huruf b, dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada
dalam penguasaan Pengelola Barang.

(3) Penghapusan dari Daftar Barang MiUk Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 66 huruf b dan huruf c dilakukan dalam hal Barang milik daerah
tersebut sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan, atau karena
sebab lainnya.

Pasa] 68

(1) Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang,
Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena:
a. penyerahan Barang Milik Daerah;
b. pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah;
c. pemindahtangaoan atas barang milik;
d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak

ada upaya hukum lainnya;
e. menjalankan ketentuan peraturan pemndang-undangan;
f. pemusnahan; atau
g. sebab lain.

t2l Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf g merupakan sebab-
sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab
penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap,
menca.ir, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar {force
majetrel.

Pasal 69

(1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) untuk Barang
Milik Daerah pada Pengguna Barang dilakukan dengan menerbitkan
keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan
Bupati.

(21 Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) untuk Barang
Milik Daerah pada Pengelola Barang dilakukan dengan menerbitkan
keputusan penghapusan oleh Bupati.

(3) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan pengha.pusan Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} adalah untuk Barang Milik Daerah yang

dihapuskan karena:
a. pengalihan status penggunaan barang milik d.aerah;

b. pemindahtanganan; atau
c. pemusnahan.

{a} Bupati. . .
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t4l Bupati dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan Barang Milik Daerah
berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang untuk Daftar Barang
Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.

(5) Pelaksanaan atas penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} dan ayat {4} dilaporkan kepada Bupati.

Bagran Kedua
Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah

Pada Pengguna Barang dan/atau
Kuasa Pengguna Barang

Pasal 70

(1) Penghapusan karena penyerahan Barang Milik Daerah kepada Bupati
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a dilakukan oleh

Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.

{21 Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilakukan setelah
Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan Barang Milik Daerah.

(3) Keputusan sebagaimara dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 {satu) bulan
diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal Berita Acara Serah Terima
penyerahan kepada Bupati.

(4) Pengguna Barang melaporkan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat {1} kepada Bupati, dengan melampirkan:
a. keputusan penghapusan; dan
b. Berita Acara Serah Terima penyerahan kepada Bupati.

{5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat {3),
Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan Barang Milik Daerah
pada daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 71

(1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna

sebagai akibat dari penyerahan Barang Milik Daerah kepada Bupati harus
dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna

Barang danlatau Kuasa Pengguna Barang.

{21 Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari penyerahan Barang
Milik Daerah dari Pengguna Barang kepada Bupati harus dicantumkan dalam

laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasai 72

(1) Penghapusan karena pengaiihan status penggunaan Barang Milik Daerah

kepada Pengguna Barang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat {1)

huruf b ditakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

tzl Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pengelola

Barang menerbitkan keputusan penghapusan Barang Milik Daerah.

{3} Keputusan. . .
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(3) Keputusan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat l2l paling lama 1 {satu} bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak

tanggal Berita Acara Serah Terima pengalihan status penggunaan Barang Milik
Daerah.

(41 Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan

melampirkan:
a. keputusan penghapusan; dan
b. Berita Acara Serah Terima pengalihan status penggunaan Barang Milik

Daerah.
(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan Barang Milik Daerah

pada daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 73

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna

sebagai akibat dari pengalihan status penggunaan Barang Milik Da.erah harus

dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang

danlatau Kuasa Pengguna Barang.
Peirrbahan daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari pengalihan status
penggunaan Barang Milik Daerah harus dicantumkan dalam laporan Barang

Milik Daerah semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 74

Penghapusan karena pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat t1) huruf c dilakukan oieh

Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang
Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan setelah Pengelola

Barang menerbitkan keputusan penghapusan Barang Mitik Daerah.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 {satu} bulan

diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.

Keputusan penghapusan Barang Milik Daerah karena pemindahtanganan atas

Barang Milik Daerah d.isampaikan kepada Pengguna Barang disertai dengan:

a. Risalah Ielang dan Berita Acara Serah Terima, dalam ha1 pemindahtanganan

dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;

b. Berita Acara Serah Terima, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam

bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar, dan penyertaan modal

pemerintah daerah; dan
c. Berita Acara Serah Terima dan naskah hibah, daiam hal pemindahtanganan

dilakukan dalam bentuk hibah.
pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusall sgfoagaimana dimaksud

pada ayat (4| kepada Bupati dengan melampirkan:

a. Keputusan PenghaPusan; dan
b. Berita Acara Serah Terima, Risalah Lelang, dan Naskah Hibah-

Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

pengelola Barang menghapus Barang Milik Daerah dan Daftar Barang Milik

Daerah.

(1)

t2l

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 75.
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Pasal 75

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna
sebagai akibat dari penghapusan karena pemindahtanganan harus
dicantumkan dalam laporan barang Pengguna/laporan barang Kuasa Pengguna

semesteran dan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari penghapusan

karena pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan
Iaporan tahunan.

Pasal 76

(1) Penghapusan karena adanya putusaa pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap dan sudah Udak ada upaya hukum lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat tU huruf d dilakukan oleh

Pengguna BaranglKuasa Pengguna Barang.
(2) Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan Barang Milik Daerah

kepada Pengelola Barang yang sedikitnya memuat:
a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
b. data Barang Milik Daerahyang dimohonkan untuk dihapuskan, diantaranya

meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, natna barang, jenis,

identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.

Permohonan penghapusalt Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:

a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasildisahkan oleh

pejabat berwenang; dan
b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.
Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan

Barang Milik Daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat

(21.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (a) yang meliputi:
a. penelitian data dan dokumen Barang Milik Daerah;

b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait Barang Milik Daerah

sebagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan

c. penelitian lapangan {on site uisifi,jika diperlukan.
Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan

untuk memastikan kesesuaian antara Barang Milik Daerah yang menjadi objek

putusan pengadilan dengan Barang Milik Daerah yang menjadi objek
permohonan penghapusan.
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengelola

Barang mengaj ukan perrnohonan persetujuan kepada Bupati.

Pasal 77

(1) Apabila permohonan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola

Barang memberitahukan pada Pengguna Barang disertai dengan alasan.

(3)

(4)

(5)

(6)

17l

{2} Apabila.
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Apabila permohonan penghapusan Barang Milik Daerah disetujui, Bupati

menerbitkan surat persetujuan penghapusall Barang Milik Daerah'

Surat persetujuan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 memuat data Barang Milik Daerah yang disetujui untuk

dihapuskan, diantaranya meliPuti:

a. kode barang;
b. kode register;
c. nama barang;
d. tahun perolehan;

spesifikasi/ identitas teknis;
kondisi barang;
jumlah;
nilai perolehan;
nilai buku untuk Barang Milik Daerah yang

dan

dapat dilakukan PenYusutan;

j. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan

kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

Pasal 78

Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat

{2}, Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang'

Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} menjadi dasar

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan penghapusall Barang

Milik Daerahdari Daftar Barang Pengguna danf atau Daftar Barang Kuasa

Pengguna.
Keputusan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat {1} paling lama 1 {satu} bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak

tanggal persetujuan penghapusan Barang Milik Daerah dari Bupati'
pengguna Barang melaporkan pengfrapusan kepada Bupati dengan

melampirkan keputusan penghapusan Barang Milik Daerah.

(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)'

pengelola Barang menghapuskan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang

Milik Daerah.

Pasal 79

penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 hanya

dilakukan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.

Pasal 8O

(1) perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna

sebagai akibat d.ari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan

tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang"

e.

f.
ot'
h.
i.

{2} Perubahan.
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tzl Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam
laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 81

(U Penghapusan karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat {1} huruf e diawali
dengan pengajuan permohonan penghapusan Barang Milik Daerah oleh

Pengguna Barang kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

t2l Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. pertimbangall dan alasan penghapusan; dan
b. data Barang Milik Daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, YanB

sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register,

nalna barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai
perolehan.

t3) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan

Barang Milik Daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat

t1).

t4) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat i3), Pengelola

Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati.

Pasal 82

(1) Apabila Bupati menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

81 ayat (4), Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan.

t2) Surat persetujuan penglrapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} paling sedikit memuat:
a. data Barang Milik Daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang

sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register,

narna barang, spesi{ikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai
buku, danlatau nilai perolehan; dan

b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan

kepada Bupati.
(3) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pengguna Barang melakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar

Pengguna Barang dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan

berdasarkan keputusan penghapusan Pengelola Barang.

(4) Keputusan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan oleh Pengelola Barang sejak

tanggal persetujuan Bupati.

Pasal 83

(1) Pengguna Barang melaporkan penghapusan Barang Milik Daerah kepada

Bupati, dengan melampirkan keputusan penghapusan yang dikeluarkan oleh

Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 BD ayat (41.

{2} Berdasarkan. . .
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(2\ Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud datram Pasal 82

ayat {4}, pengeiola Barang menghapuskan Barang Milik Daerah dari Daftar

Barang Milik Daerah.

Pasal 84

tU Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau
sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan
harus dicantumkan dalam laporan semesteran

Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang-

Daftar Barang Kuasa Pengguna
peraturan perundang-undangan
dan laporan tahunan Pengguna

(2\ Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari

ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumka'n

semesteran dan laPoran tahunan.

melaksanakan
dalam laporan

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

t2l

{u

12\

Pasal 85

Penghapusan Barang Milik Daerah karena pemusnahan pada Pengguna

Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (i) huruf f dilakukan oleh

Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang-

Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan

Barang Milik Daerah.
Keputusan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat {2} diterbitkan oleh Pengelola Barang paling lama 1 (satu} bulan sejak

tanggal berita acara Pemusnahan-
Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan disampaikan kepada

Bupati dengan melampirkan keputusal penghapusan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan berita acasa_ pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat

t3).
(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat {3)'

Pengelola Barang menghapuskan Barang Milik Daerah pada Daftar Barang

Milik Daerah

Pasal 86

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna

sebagai akibat dari pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan

semesteran dan laporan tahunan pengggna barang atau kuasa pengguna

barang.
Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari pemusnahan harus

dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan'

Pasal 87

Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat

(1) huruf g dilakukan oleh Pengguna BaranglKuasa Pengguna Barang.

pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan Barang Milik Daerah

kepada Bupati melalui Pengelola Barang yang sedikitnya memuat:

a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan

b. data. . .
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b. data Barang Milik Daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan,
diantaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nalna

barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai
perolehan.

(3) Permohonan penghapusall Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat {21dapat diajukan karena alasan:
a. hilang karena kecurian;
b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk

hewan/ ikanf tanaman; atau
c. keadaan kahar (farce majeure).

Pasal BB

(1) Permohonan penghapusan Barang Milik Daerah dengan alasan hilang karena

kecurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat {3) huruf a harus

dilengkapi:
a. surat keterangan dari Kepolisian; dan
b. surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang

sekurang- kuran gnya memuat:
f . identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;

2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan Barang Milik
Daerah tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat diketemukan;
dan

3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa

penghapusan Barang Milik Daerah dimaksud diakibatkan adanya

unsur kelalaian danl atau kesengajaan dari Pejabat yang

menggunakan/ penanggung jawab Barang Milik Daerah/ Pengurus

Barang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang

bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Permohonan penghapusan Barang Milik Daerah dengan alasan terbakar,

susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf b harus dilengkapi:

a. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;

b. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengenai

kebenaran permohonan yang diajukan.
c. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa PenggLlna Barang bahwa Barang

Milik Daerah telah terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati

untuk hewan / ik an / tanarnan; dan
d. surat pernyataan sebagaimana dirnaksud pada huruf c dilampiri hasil

laporan pemeriksaanlpeneiitian.
(3) Permohonan penghapusan Barang Milik Daerah dengan alasan keadaan kahar

{force majetre) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3} huruf c harus

dilengkapi:
a. surat keterangan dari instansi yang berwenang:

1. mengenai terjadi keadaan kahar lforce majetrel; atau

2. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (force maieurel;

dan

b. pernyataan.
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b. pernyataan bahwa Barang Milik Daerah telah terkena keadaan kahar {farce

majeure\ dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang'

Pasal 89

pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan

Barang Milik Daerahdari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 87 ayat (3).

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. peneiitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan;

b. penelitian data administratif sedikitnya terhadap kode barang, kode

register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasilidentitas Barang Milik

Daerah, penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan untuk Barang

Milik Daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku,

dan/atau nilai perolehan; dan

c. penelitian fisik untuk permohonan penghapusan karena alasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat {3} huruf b dan huruf c jika

diperlukan.
Berdasarkan hasil penelitian sebagairrana dimaksud pada ayat (1), Pengelola

Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati untuk

penghapusan Barang Milik Daerah karena sebab lain'

Pasal 9O

Apabila permohonalt penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87

ayat {3} tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengguna Barang

melalui Pengelola Barang disertai dengan alasan.

Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87

ayat {3i disetujui, Bupati menerbitkan surai persetujuan penghapusan Barang

Milik Daerah.
surat persetujuan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat {21 memuat data Barang Milik Daerah yang disetujui untuk

dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi:

a. kode barang;
b. kode register;
c. nama barang;
d. tahun perolehan;

spesifikasil identitas teknis;
kondisi barang;
jumlah;
nilai perolehan;
nilai buku untuk Barang Milik Daerah yang dapat dilakukan pen;rusutan;

dan
j. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan

kepada BuPati.
(4) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3)'

Pengelola Barang menetapkan keputusan penghapusalr' paling lama 1 (satu)

bulan sejak tanggal Persetujuan.

e.

f.
ob'
h.
i.

{5} Pengguna. . .
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(S) Pengguna Barang melakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar

Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna berdasarkan

Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat {4).

Pasal 91

pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati detrgan

melampirkan keputusan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9O aYat {a).
Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9O

ayat {4}, Pengelola Barang menghapuskan Barang Milik Daerah dari Daftar

Barang Milik Daerah.
Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna

sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran

dan laporan tahunan Pengguna Barangdan/atau Kuasa Pengguna Barang.
perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari sebab lain harus

dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah
pada Pengelola Barang

Pasal 92

Penghapusan karena penyerahan Barang Milik Daerah kepada Pengguna

Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a dilakukan oleh

Pengelola Barang.
penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Bupati

menerbitkan keputusan penghapusan Barang Milik Daerah.

Keputusan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) paling lambat 1 {satu} bulan diterbitkan oleh Bupati sejak tanggal

Berita Acara Serah Terima penyerahan kepada Pengguna Barang.

Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan

melampirkan keputusan penghapusan dan Berita Acara Serah Terima

penyerahan kepada Pengguna Barang sebagaiamana dimaksud pada ayat (3)'

Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Pengelola Barang melakukan penyesuaial pencatatan Barang Milik Daerah

pada Daftar Barang Milik Daerah.

(1)

{2)

(3)

{4}

(1)

(2t

(3)

(4)

(s)

(u

(2\

Pasal 93

Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari penyerahan

Milik Daerah kepad.a Pengguna Barang harus dicantumkan dalam

semesteran dan laporan tahunan pengelola barang'

Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari penyerahan

Milik Daerah kepada Pengguna Barang harus dicantumkan dalam

semesteran dan laPoran tahunan.

Barang
laporan

Barang
laporan

Pasal 94.



(1)

(21

(3)

t4l

(1)

l2l

17

Pasal 94

Penghapusan karena pemindahtanganan
Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam
oleh Pengelola Barang.
Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan setelah Bupati

menerbitlan keputusan penghapusan Bara-trg Milik Daerah.

Keputusan penghapusarl Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat {2} paling lambat 1 {satu) bulan diterbitkan oleh Bupati sejak tanggal

Berita Acara Serah Terima-.
pengelola Barang menyanpaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan

melampirkan keputusan penghapusan ya,ng disertai dengan :

a. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima, apabila pemindahtanganan

dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;

b. Berita Acara Serah Terima, apabila pemindahtanganan dilakukan dalam

bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar dan penyertaan modal

pemerintah daerah; dan
c. Berita Acara Serah Terima dan naskah hibah, apabila pemindahtanganan

dilakukan dalam bentuk hibah.

t5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat i3),
pengelola Barang menghapuskan Barang Milik Daerah da.ri Daftar Barang

Milik Daerah.

Pasal 95

perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari pemindahtanganan

Barang Milik Daerah harus dicantumkan dalam laporan barang semesteran

dan tahunan Pengelola Barang.
perubahan Daftar Barang Milik Daerahsebagai akibat dari pemindahtanganan

Barang Milik Daerah harus dicantumkan dalam laporan Barang Milik Daerah

semesteran dan tahunan.

Pasal 96

(1) Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d dilakukan oleh

Pengelola Barang.
(21 Pengelola Barang mengqiukan permohonan penghapusan kepada Bupati yang

sekurang- kurangnYa memuat :

a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan

b. data Barang Milik Daerah yang dimohonkan
kurangnya meliputi tahun perolehan, kode

barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi,

perolehan.
Permohonan penghapusall Barang Milik Daerd'h

ayat (2i sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:

atas Barang Milik Daerah kePada

Pasal 68 ayat (1) huruf c dilakukan

untuk dihapuskan, sekurang-
barang, kode register, taarna

nilai buku, dan/atau nilai

sebagaimana dimaksud Pada(3)

a. salinan. . .
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a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan oleh

pejabat berwenangl dal
b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.

(4) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan Barang Milik
Daerah dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (a) meliputi:
a. penelitian data dan dokumen Barang Milik Daerah;

b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait Barang Milik Daerah

sebagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan

c. penelitian lapangan ton site ui.sifl, jika diperiukan, guna memastikan

kesesuaian antara Barang Milik Daerah yang menjadi objek putusan
pengadilan dengan Barang Milik Daerah yang menjadi objek permohonan

penghapusan.
(6) Dalam hal permohonan penghapusan Barang Milik Daerah tidak disetujui,

Bupati memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan alasan.

(7) Dalam hal permohonan penghapusan Barang Milik Daerah disetujui, Bupati

menerbitkan surat persetujuan penghapusan Barang Milik Daerah.

(S) Surat persetujuan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat i7) sekurang-kurangnya memuat:
a. data Barang Milik Daerah yang disetujui untuk dihapuskan, sekurang-

kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang, tahun
perolehan, spesifikasilidentitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku,
dan/atau nilai perolehan; dan

b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan

kepada Bupati.

Pasal 97

(1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat

(7), Bupati menerbitkan keputusan penghapusan barang.

(21 Berdasarkan keputusan penghapusan barang sebagaimana dimaksud pada

ayat {1} Pengelola Barang melakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari

Daftar Barang Pengelola.
(3) Keputusan penghapusan Barang Milik Daerah diterbitkan oleh Bupati

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal

persetujuan.
(4t Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan

melampirkan keputusan penghapusan Barang Milik Daerah.

(S) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Pengelola Barang menghapuskan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang

Milik Daerah.

Pasal 98

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dan Pasal 97 hanya

dilakukan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya"

Pasal 99. . .
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Pasal 99

(1) Perubahan daftar barang Pengelola sebagai akibat dari putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam
laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang.

{21 Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam
laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 1OO

(1) Penghapusan Barang Milik Daerah karena melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat {1} huruf e

diawali dengan mengajukan permohonan penghapusan Barang Milik Daerah
dari Pengeloia Barang kepada Bupati.

(21 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} paling sedikit memuat:
a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
b. data Barang Milik Daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang

sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register,
nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai
perolehan.

(3) Bupati melakukan penelitian terhadap peffrlohonan penghapusan Barang Milik
Daerah dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat {1}.

{41 Penelitian sebagaimana dimaksud pada a-vat {3} meliputi:
a.. penelitian data dan dokumen Barang Milik Daerah;
b. penelitian terhad,ap peraturan perundang-undangan terkait Barang Milik

Daerah; dan
c. penelitian lapangaa {on site ui.sit}, jika diperlukan, guna memastikan

kesesuaian antara Barang Milik Daerahyang menjadi objek peraturan
perundang-undangan dengan Barang Milik Daerahyang menjadi objek
permohonan penghapusan.

Pasa] 101

(1) Apabila Bupati menyetujui hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1OO ayat (4), Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan.

{2) Surat persetujuan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a. data Barang Milik Daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang

sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang,

spesifikasi/identitas teknis, kondisi, jumlah, nilai buku, dan/atau nilai
perolehan;

b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan
kepada Bupati.

(3) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pengelola Barang melakukan. penghapusall Barang Milik Daerah dari Daftar
Pengeloia Baran g berdasarkan keputusan penghapusan Bupati.

i4) Keputusan. . .
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(4) Keputusan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat {3} diterbitkan oleh Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
persetujuan.

Pasal 102

Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan

melampirkan keputusan penghapusan.
Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

101 ayat (4) Pengelola Barang menghapuskan Barang Milik Daerah dari Daftar
Barang Milik Daerah.

(u

(2)

(1)

(21

(4)

(s)

(1)

(21

Pasal LO3

Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari
ketentuan peraturan peru ndang-undangan harus dicantumkan
semesteran dan laporan tahunan pengelola barang.

Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari
ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan
semesteran dan laporan tahunan.

melaksanakan
dalam laporan

melaksanakan
dalam laporan

Pasal 104

(1) Penghapusan Barang Milik Daerah karena pemusnahan pada Pengelola Barang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 a-vat {1} huruf f dilakukan dengan

ketentuan.

{2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan oleh Pengelola

Barang setelah Bupati menerbitkan keputusan penghapusan Barang Milik
Daerah.

(3) Keputusan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diterbitkan oleh Bupati paling lambat 1 {satu} br.llan sejak tanggal

berdasarkan berita acara pemusnahan.
Pengelola Flarang menyampaikan Laporan penghapusan kepada Bupati dengan

melampirkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat {3).

Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Pengelola Barang menghapuskan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang

Milik Daerah.

Pasal 1O5

Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari Pemusnahan harus

dicantumkan d"alam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola

barang.
perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari pemusnahan

Barang Milik Daerah harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan

laporan tahunan.

Pasal 1.06.
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Pasal 106

(U Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1)

huruf g dilakukan oleh Pengelola Barang.

(Z) Pengelola Barang meng4iukan permohonan penghapusan Barang Mitik Daerah

kepada Bupati yang paling sedikit memuat:
a. pertimbalgan dan alasan penghapusan; dan
b. data Barang Milik Daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang di

antaranya meliputi kode barang, kode register, nama barang, nomCIr register,

tahun perolehan, spesifikasi, identitas, kondisi barang, lokasi, nilai buku,

dan/atau nilai perolehan.
(3) Permohonan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat {2} dapat di4jukan karena alasan:

a. hilang karena kecurian;
b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk

hewan/ikan/ tanaman; dan / atau
c. keadaan kahar (force maieure)-

(4) Permohonan penghapusarl Barang Milik Daerah dengan alasan hilang karena

kecurian sebagaimana dimaksud pada ayat {3} huruf a harus dilengkapi:

a. Surat Keterangan dari Kepolisian;
b. Surat Keterangan dari Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat:

f . identitas Pengelola Barang;
2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan Barang Milik

Daerah tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat diketemukan;

dan
3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa

penghapusan Barang Milik Daerah dimaksud diakibatkan adanya unsur

kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang

menggqnakan/penanggung jawab Barang Milik Daerah/ Pengurus

Barang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang

bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.
(Si permohonan penghapusan Barang Milik Daerah dengan alasan terbakar, susut,

menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman

sebagaimana dimaksud pada ayat {3} huruf b harus dilengkapi:

a. identitas Pengelola Barang;
b. pernyataan dari Pengelola Barang mengenai kebenaran permohonan yang

diajukan;
c. pernyataan bahwa Barang Milik Daerah telah, terbakar, susut, menguap,

mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan /tanam;an; dan

d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri hasil

laporan pemeriksaan / penelitian -

(6) permohonan penghapusan Barang Milik Daerah dengan alasan keadaan kahar

(force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus dilengkapi:

a. surat keterangan dari instansi yang berwenang:

L. mengenai terjadinya keadaan kahar {,force majeurel; atau

2. mengenai. . ,
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{8)
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2. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar {force maieurel;

dan;
b. pernyataan bahwa Barang Milik Daerah telah terkena keadaan kahar {f,orce

majeure\.
Bupati melakukan penelitian terhadap pefinohonan penghapusan Barang Milik
Daerah dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat {3}.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat {7) meliputi:
a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan;

b" penelitian data administratif sedikitnya terhadap tahun perolehan,

spesifikasi/identitas Barang Milik Daerah, penetapan status penggunaan,

bukti kepemilikan untuk Barang Milik Daerah yang harus dilengkapi dengan

bukti kepemilikan, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan

c. penelitian fisik untuk permohonan penghapusan karena alasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c jika diperlukan.

Pasal 1O7

Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106

ayat (3) tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengelola Barang

disertai dengan alasan.
Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106

ayat {3} disetujui, Bupati rnenerbitkan surat persetujuan penghapusan Barang

Milik Daerah.
(3) Surat persetujuan penghapusarl Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat t2| memuat data Barang Milik Daerah yang disetujui untuk

dihapuskan, yens paling sedikit meliputi:
a. kode barang;
b. kode register;
c. narna barang;
d. tahun perolehan;

e. spesilikasi/identitas teknis;
f. kondisi barang;
g. jumiah;
h. nilai perolehan;
i. nilai buku untuk Barang Milik Daerah yang dapat dilakukan penyusutan;

dan
j. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan

kepada Bupati.
Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat {2il, Bupati

menetapkan keputusan penghapusan paling lama 1 (satu) buian sejak tanggal

persetujuan.
pengelola Barang melakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar

Barang Pengelola berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud

pada ayat {4}.

(u

{21

(4)

(5)

Pasal 108.
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Pasal 108

Pengelola Barang menyarnpaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan
melampirkan keputusan penghapusan Barang Milik Daerah.
Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107
ayat {4}, Pengelola Barang menghapuskan Barang Milik Daerah dari Daftar
Barang Milik Daerah.
Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari sebab lain harus
dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

BAB XII
PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Pembukuan
Pasal 1O9

Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik
Daerah yang berada di bawah penguasaallnya ke dalam Daftar Barang
Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan
pencatatan Barang Milik Daerah yang status penggunaallnya berada pada
Pengguna BatanglKuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang
Pengguna /Daftx Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongarl darr
kodefikasi barang.

Pasal 11O

Pengelola Barang menghimpun daftar barang Pengguna /daft* barang Kuasa
Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat {2}.
Pengelola Barang menyusun daftar Barang Milik Daerah berdasarkan
himpunan daftar barang Pengguna /daftar barang Kuasa Pengguna
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan daftar barang Pengelola menurut
penggolongan dan kodelikasi barang.
Dalam daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

termasuk Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain.

Bagian Kedua
Inventarisasi

Pasal 1 1 1

Pengguna Barang melakukan inventarisasi Barang Milik Daerah paling sedikit 1

(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
Dalam hal Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
persediaan dan konstruksi dalam pengedaan, inventarisasi dilakukan oleh
Pengguna Barang setiap tahun.

(3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3
(tiga) bul.an setelah selesainya Inventarisasi"

(2)

(3)

(1)

{21

(u

{2)

(3)

(1)

t2)

Pasal lL2" . .
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Pasal 112

Pengelola Barang melakukan inventarisasi Barang Milik Daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 113

(U Kuasa Pengguna Barang harus menyusun laporan barang Kuasa Pengguna

Semesteran dan laporan barang Kuasa Pengguna Tahunan untuk disampaikan
kepada Pengguna Barang.

l2l Pengguna Barang menghimpun laporan barang Kuasa Pengguna Semesteran

dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) sebagai bahan penyusunarl

laporan barang Pengguna semesteran dan tahunan,
(3) Laporan barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat {2) digunakan

sebagai bahan untuk menyusun neraca Perangkat Daerah untuk disampaikan
kepada Pengelola barang.

Pasal 114

(1) Pengelola Barang harus menyusun laporan barang Pengelola semesteran dan

laporan barang Pengelola tahunan.
(21 Pengelola Barang harus menghimpun laporan barang Pengguna semesteran

dan laporan barang Pengguna tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

113 ayat (2) serta laporan barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat

{1} sebagai bahan penyusurlan laporan Barang Milik Daerah.
(3) Laporan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {2} digunakan

sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah-

BAB XIII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 115

(1) Bupati melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah dan

menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah.

tzl Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kebijakan umum

barang milik daerah.

Pasal 116

Pengguna Barang menetapkan indikator kinerja di bidang pengelolaan barang milik
negara pada unit yang membidangi pengelolaan barang miiik daerah.

Bagian Kedua. .
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Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 117

Pegawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan oleh:
a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau
b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.

Pasal L18

Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap
penggunaan, pemanfaatan, pemindahtangarran, penatausahaan, pemeliharaan,
dan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada di dalam penguasaannya.

Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

untuk Unit Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna

Barang.
Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat
pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil
pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan ayat(21.

Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit
sebagaimana dimaksud pada ayat {3} sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 119

Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan
penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah,

dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan
Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta aparat pengawasan

intern pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan,

pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat {21disampaikan kepada Pengelola

Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB XIV
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH OLEH BADAN LAYANAN UMUM

Pasal 12O

(1) Pengelolaan barang dapat membentuk Layanan Umum Daerah dan/atau
meltggunakan jasa pihak lain dalam pelaksanaan pemanfaatan dan

pemindatrtanganan barang milik daerah.

t3)

(4)

(u

t2l

(3)

{2} Pengelolaan.
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(21 Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempedomani ketentuaa peraturan perundang-undangan mengenai

pengelolaan Barang Milik Daerah, kecuali terhadap barang yang dikelola

dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan
pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum
Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

Badan Layanan Umum Daerah.

BAB XV
BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA

Pasal 121

Rumah negara merupakan Barang Milik Daerah yang diperuntukkan sebagai

tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan

tugas pejabatdan latau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pasal 122

(1) Bupati menetapkan status penggunaall golongan rumah negara.

(2) Rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dibagi ke dalam 3 (tiga)

golongan, yaitu:
a. rumah negara golongan I;

b. rumah negara golongan II; dan
c. rumah negara golongan III.

t3) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat tl)
didasarkan pada pemohonan penetapan status penggunaan yang diajukan

oleh Pengguna Barang.

Pasal L23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengguanaan, pemindahtangan,

penghapusan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah

berupa Rumah Negara diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XYI
GANTI RUGI DAN SANKSI

Pasal 124

Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalah gunaan / pelanggaran hukum

atas pengelolaan Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud'

pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(1)

(21

BAB XVII. . .
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BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 125

pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah

yang menghasilkan penerimaan daerah dapat diberikan insentif.
pejabat atau Pegawai selaku pengurus barang dalam melaksanakan tugas

rutinnlra dapat diberikan tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan

kemampuan keuangan Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian insentif dxt/ atau tunjangan

kepada pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2} diatur dengan

Peraturan Bupa.ti.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 126

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. pemanfaatan Barang Milik Daerah yarrg telah terjadi dan belum mendapat

persetujuan dari pejabat yang berwenang, Bupati dapat menerbitkan

persetujuan terhadap kelanjutan pemanfaatan Barang Milik Daerah

dengan ketentuan pengelola barang menyampaikan persetujuan untuk sisa

waktu pemanfaatan sesuai dengan perjanjian kepada Bupati Karo dengan

melampirkan :

1) Usul kontruksi dari pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan

2l Laporan hasil audit aparat pengawasan intern Pemerintah.

b. tukar menukar Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan tanpa

persetujuan pejabat berwenang dan barang pengganti telah tersedia

seluruhnya, dilanjutkan dengan serah terima Barang Milik Daerah dengan

aset pengganti antara pengelola barang dengan mitra tukar menukar

dengan ketentuan :

1) Pengelola barang memastikan nilai barang pengganti sekurang-

kurangnya sarna dengan nilai Barang Milik Daerah yang

diperuntukkan;dan
2l Pengelola Barang membuat pernyataan bertanggungiawab penuh atas

pelaksanaan tukar menukar tersebut.

Bupati dapat menerbitkan persetujuan penghapusarl" atas Barang Milik Daerah

yang diserahterimakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
berdasarkan perrnohonan dari pengelola barang.

segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan pemanfaatan sebelum

diberikannya persetujuan sebagaimana pada ayat t1) huruf a serta

pelaksanaan tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

sepenuhnya menjadi tanggunglawab para pihak dalam pemanfaatan atau

tukar menukar tersebut.
Pembukuan, inventarisasi dan pelaporall Barang Milik Daerah yang telah ada

masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang

Pernbukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan-

(21

(3)

(21

(3)

(4)

Pasal 127.
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Pasal 127

Pery'anjian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah ya1;1g telah dilaksanakan
oleh Badan Layanan Umum Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku,
dinyatakan berlaku dengan ketentuan wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah
ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 128

Ketentuan mengenai Struktur Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, format
perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah, format penggunaan Barang Milik
Daerah, format laporan hasil penelitian pemeliharaan Barang Milik Daerah, format
penghapusan Barang MiUk Daerah, format surat persetujuan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal i29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Karo
Tahun 2006 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13O

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetaJruinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam l,embaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
padatanggal ? Junt 2D2D

Diundangkan di Kabanjahe
pada tansgal 13 Juny2oZO
SEKRET KABUPATEN KARO,

KELIN PURBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN AND NOMOR OA

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA:
{1-33/2A2a}

KELIN BRAHMANA
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Pelr:njr;.k Peagis:"a-::r :

{1} }iisi rr*rrror hala:::am.

t2l Siisi narrra Kr-rasa Penggt-:.aa Barar:g yarlg bersa:':gkutan.

t3l *iisi tah:-rn arrggara* RKBMD yarrg diusulkaa.
i4i Diisi nama Prcviasi yang bersangkuta:?.

{5} }iisi nanla Kabupate::/ I{ota yang bersaagkr:ta*.

{6} }iisi naffia Pengguna Barang.

t7) Diisi nomor urut.
{8} Diisi taar$a programl kegiatanl or.rtput berdasarkan rencana kerja

SKP*.

{q} }iisi kade barang berdasarkan ketentr.ran perrggofu:ngan dan
kodefikasi barang stilik daerah ya::g berlakr:.

{:*} Biisi rlanrza barang sesuai k*de pada k*1*m iq} berdasarkan
ketentuan peclgg*io :-rga* dan kodeiikasi b*rang *:iiik daera.?r ya*g
berlaku.

{1i} Diisi kuantitas baraagyang diusuikan.
{12} Diisi satuaa barang yang diusu.lkaa sesuai ketentuarl yaag beriaku

yaitu: panjang imi, Iuas {m'}, unit, buah, sei, dan sebagainya.

i13) Diisi standart kebutuhan maksimum sesuai ketentuarr yang
berlaku ,vaitu: panjang {m}, luas {m'}, unit, br.lah, set, dan
sebagainya.

{14i *iisi satuan kebutuhan maksinaum sesuai ketentrran yarig foerlakrz

yait::: panjaag {rn}, luas {r::=}, ur:it, for:ah, set. dae eehagai::ya"

i151 *iisi k*de barang yang masih dimr:r:gkinkan r:alrrk
dioptirnalisasikan.

{16} Diisi nama barang yaag masih diraungkinkan untuk
dioptirnalisasikan.

{17} Diisi jumla}r barang masih dimungkir:.kan untuk dioptirrralisasikac,
(1Sl Diisi sa.tuan barang yang masih dimungkinkan untuk

dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku y-aitu: panjang {m},
h.:*,s {n:=}, *r:it, br.:ai:, set. dan seb*gainya.

t1g: Diisi keeantitas kebuiuhaa rii! yang dibutuhka*.

{2*} Dii.si satuasr keb*tuhan riii ya*g dibunr:hkan.

{21} *iisi keteraagan dan/ atan.l i:rf*rraasi per:ting lainnya yang perlu
diungkap.

{22} *iisi ten:pal dar: taaggal disahkan.

{231 Diisi jabatan Kuasa Peagguna Barang yang rneiakukan
penandatanganan.

{24} Diisi nama dan NIP pejabat yang rnerlgesahkan"
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Petur:juk Pengisian:

Ui Diisi nornor halaman.

{21 Diisi narna Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

{3} }iisi ta}n:- as.ggara* RKBA{I} _yang diusulkaa.
{4} Diisi rra.ma Provinsi y**g bersa:rgkr":taa.

{5} Diisi rta,;r?a Kabi:paier:l Kata ya:}g bersangkuta:r"

{6} Diisi nama Pengguna Barang.
(7i Diisi nomor un-rt.

{8i Diisi nama program / kegiatanl output berdasarkan rencana. kerja
SKF*.

{g} }iisi kade bara*g ya=g Cipelihara berdasarkan kete::tuar:
penggci*nga-rl d*Er ksdefikasi barar:g milik daeral: 3.ang bcrtraku.

{10} Diisi rrama bara.ng yang dipelihara sesuai kode pada kolora {9}
berd"asarkan ketentuan penggolongan da::. kode{?kasi barang miiik
daerah yang berlaku.

il1i Siisi k::a:rtitas }:arang fsng dipelihara.

{12} *iisi satr:.a.tr baraag yang dipeiihara sesr:*i ketentr.ra:r=-y**g berlakr;

3raitu: paajar:g {m}. }r-:.as {m=}, r:*it, buah, set, da-:: sehagaiaS'a.

ifSi Diisi siatr.r.s barang rniiik daerah yacg peraeliharaeerya dapat
dibiayal APBD seperti digur:akatr seadiri atan: pinjam pakai.

{14} }iisi sesuai k*ndisi barar'g ya:}g dipeiihara jika Baik {B}.

i15; Diisi ses*ai k*r:*isi bara*g ya::g dipelihara jika Rr:s*.k Ri*ga*. {RR}.

{16} *iisi se=uai k*lldisi barar:g ya:rg dipelihara jika Rusak Berat {R=}-

{1?} }iisi uraian nama pernelilaaraa& yarig diust-:lkan '*ntr.:k dila-kuka:r
pemeliharaart-

{1Sl Biisi kuaatitas barang yang dius:-rikar: r:rt*-:k dilakuke,::
peraeliharaaa.

{19} Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemelitraraaa
sesu.ai ketentuan yang beriaku 3,-aitu: panjang {m}, luas {m'}, unit,
buah, set, dan sebagainya.

tZ*t Diisi keterangan d.an/ atau inforrnasi penting lainnya yang perlu

diungkap.

{21} }iisi ternpat dan tanggal disahkan.

t22) Diisi .jabataa Kuasa PEngguna Barar:g Seng melakukan
penandatangan.

{23} Diisi na-:rla dan NIP pejabai yang mengesahkan.



C. FORSilAT PEITGEINTAA}T BARAITG HILII( I}AERAH
FORMA? PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG
BUPATI KARO BERUPA:
1. TANAH DAN//ATAU BANGUNAN
2. SELA]N TANAH DANIATAU SANGUNAN YANG

KEPEMILIKAN; DAN
3. TANA}{ DAN/ATAU BANGUNAN SERTA SELAIN

BANGUNAN, APABILA ?IDAK DIDELEGASIKAN
PENGELOLA BARANG.

M{LIK DAERAH OLEH

MEMPUNYAI BUKTI

TANAH DAN/ATAU
BUPA?I KtrPADA

KEPUTUSAN BUPATT KARCI....."..t1I

NCMOR ..-......t21

TEN?ANG

PENBTAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG fuliLIK
DAERAH PADA SKPD .........." t3)

TAHUN..."".. i4i

BUPATi KARC .... il)

Meniarbang : bahsra dalam ralgka penggunaarl barang milik daerah
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penye
Pemerintah Daerah. ..."{1), perlu ditetapkan Kepufi.r
tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Mitrik Daerah Pad
SKPD.....{3} Tahu;r..,.; {4}.

Merrgiagat : 1. t-Indang-Undang Nomar 23 Tahun 2A14 tentang Pemeria
Daerah {l.embaran Negara Republik Indonesi.a ?ahun 2Al
Non:or 241, Tambahan Lembaran Negara Repubtrik Indonesi
Homor 55S7i sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhi
dengan Undang-Undang Ncmor I Tahun 2O15 tentan$
Periltrahan Kedua ata.s Unda:rg-Undang Ncmar 23 ?ahun zOlt
tentar:g Femerintahan Daerah {Lernba-ran Negara Republii{
Indonesia Tal:.un 2Ol5 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran f'fegar{
Republik Indonesia Nomor 5679); 

i

2. Peratura-n Pernerints-h Nomcr 27 Tahun 2A14 tentangj
Pengeiclaan Barang Milik NegaralDaerah {l,erabaran Negar{
Republik ladonesia tahun 2{0-14 Nomor 92, ?arnbahan Lembarar{
Negara Repubiik Indonesia Nontor 5533); 

I

Ferah:ran Menteri Dalam Negeri Nornor "... Tahun .... ten
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah {Berita Ne

Reputriik indonesia ta.trrun "... Nomot,...];
Peraturan Da.erah Kabupaten Kara Nsr::or .----?ahun

3.

Az+.

J,



Menetapkan

KESA?U

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

MEMU?USKAN:

KEPUTUSAN BUPA?I KARO {1} TEN?ANG PENETAPAN

STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA

SKPD .....{3i TAHUN ...... {4}.
Menetapkan status per:ggu*aan barang mitik daerah pada
SKPD ..... t3) untuk ?ahun ..... {4} sebagaimana tercanturn dalam
Lampiran Keputusan ini.
Penetapan status penggunaaa sebagaimar:a dimaksud pada
Diktum Kesatu adalah barang milik daeral:. yang wqiib dilakukan
pengelolaan oleh SKPD selaku pengguna barang sesuai
ketentuan berlaku.
SKPD t3; dapat melakuka-n pemanfaatan atau
pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-unda-agan.

Peagguna Barang wajib melakukarr mor:itoring da:r evaluasi atas
optimalisasi peaggunaa* barang $1itk daerah.

Rincian terhadap status penggunaan baraag milik daerah dalam
Lampiran Keputusan irti diuraikan dalarn daftar barang milik
daerah pada Pengguna Barang.

Keputusan Bupa.ti Karo irli rnulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan"

Ditetapkan di ...... "...........,.{5}
pada ta:rggal ".. "...... ".....".{6}

BUPATI KARO,

..--...{7}



Larr:pira* : l{+put*san Perletapar: Stat*s Penggr*aan
3*ra*g lli{iltk Saera* Fada SKPD..."{3}
?alu*..-.{4}.
lrlo*'r Gr ..... { ? } ?ah u n -.. {4} .

P=ItETAPA* STATUS P=*GGu?**A*t *A*AltEG **lLfK *A=RAt-l
PA*A SKPD ..." {3} TAHUN ... {4}

Ditetapka* di ..... ..---.{5i
pada tanggal -"...........t6)

BUPATI I(ARO,

... ... ....{7}

Petunjuk Peagisian:
1) Diisi nama provinsilkabrrpaten/kota yang bersangkutan"
2t Diisi nornor Surat Keputusan.
3) Diisi nama SKPD.

4) Diisi tahun penetapan status penggunaan.
5) Diisi sesuai tempat ditetapkan.
6) Diisi tanggal, bulan, tahun ditetapkan"
7| Iliisi narrta gr.rb*rnrr/b.r.:p*tilw*1ik*ta yang *:enetapkas stafus petlgglur:aa*.
8l Diisi:?o:a+r:.:*:t.
9; *iisi kade bara::.g b+rdas*rkaa ketentuan penggolonga& dan kodefikasi baraag

milik daerah yang berlaku.
1O) Diisi rtarna barang sesuai kode pada kolom {9} berdasarkan ketentuan

penggoloagan dan kode{ikasi barang railik daerah yang berlaku.
11i *iisi juaaiatu baraag.
12) Iliisi *ilai perolehan baserrtg.

13! *iisi keteranga-r: sesuai kebutt":han.

Kod e
Barang Nama Barang Jumlah

Nilai
Perolehan

(Rp )

JUMLAH
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Petu*juk Pe*.gisia*:

{1} }iisi iahun.
{2} }iisi nafi1a Pr+vinsi.

{3} Diisi rrama Kabupaten/Kota.

{4} Diisi nama Pengguaa Barang.

{5} Diisi rromcr urut.
{6} *iisi rrar}a belar:ja pernctih*raan-

{7} }iisi j:.:r*lah Pagu Anggarar: Eelanja Pes:teliharaaa.

{8} }iisi jumtah Eealisasi &aggaran Beiaaja Pes:elih*.aan.

{g} }iisi ?i*gkat Realisa.ei Anggarar: Selanja Pemeliha":raaa atan:. 5: i4l3} x
1S$%

t10l }iisi. Tiagkat E{isi.ensi Peiaksanaa:: Belanja Perneliharaa.r. atam 6: {4f9rl
{s/8}.

{11} Diisi efisien jika o/o {prosentase} Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Belaaja
Pemeliharaan <1OO% tidak efisien dan jika tingkat efisiensi Pelaksanaan

Eelanja Pemeliha.raaa > l0*t/o.

{121 }iisi ?arget Kir:erja Betaaja Per:s=liharaaa {Ta}:r:aa:ri.
{:3} }iisi Rea.lisasi ?a:get Kiaerja Be!a::ja Perr:elihara*rl {Ta?:t-:nar:}.

{f4} }iisi ?ingkar Realisasi Target Ki*erj* Bel*::je Pex*lihar*an f/"} ata:r

{el 8}x1**%.

{15} }iisi efektif jika ?ir:gk*t Rea}i*asi Target Kinerja Belaaja Fexeliharaan
>1**% da:r tidak efektil jika % iproser:tase) ?ir:gkat Realis*si Ta:get Ki=erja
Belanja Pemeli?:araan < 1*GYo.

{i6} }iisi penjela*an peayebab tidak e*siea dar: peayebab tidak efektif.

{1?} }iisi terapat dar: tangg*l disahkaa.

{1e} *iisi jabatan Fc-gguaa Barar:g.

{19} }iisi rratrra daa $IP pejabat yar:g :=engesa}rkar:..



E. $ORUA? PE}TCITAPSSATT BARAfiG HI'"IK DAENAH
1. FORMAT SURAT KEPU?USAN PENGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG

PENGELOLA BARANG OLEH BUPATI

Meaimbang :

Mengingat

KEPUTUSAN BUPATT ........{ U
NOMOR "....."..".."....{2}

TEN?ANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
DARI DAF?AR BARANG PSNGELOLA tsARANG

GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA .....,{1}

bahwa dalam rangka menghapr"rs daftar barang Pengelola

Bararg dikarenakan alasan....... {3}, perlu ditetapkan
Keputusan Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari
Daftar Barang Pengelola Barang.

1. Undang-Undang Norcor 23 ?ahun 2AL4 teatar:.g

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana

telah diubah beberapa kali terakhk dengan Unda*g-
I-indang Norncr 9 ?ahun 2015 tentang Peruba"ha* Kedua

atas Undaag-Undang Nornor 23 Tahun 2414 tentaag
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, ?arnbahan Lembaran

Negara Repubiik lndoaesia Nomor 5679);

2. Perafr-lra* Pemeri*tah Ncrncr 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaaa Barang Milik Negara/Daerah {tembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2*L4 Nomor 92,
Tarnbahan Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor

5533);

3. Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun

tentang Pedoma:r Pengelolaan tsarang MAik Daerah {Berita
liegara Republik Indonesia tahun .... Nomo. ....i;

4. Peraturan Daerah Nomor ... Ta?run .... tentang
5. ...dst.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESA?U

KEPUTUSAN BUPATI KARO {U TENTANG PENGHAPUSAN

BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR PENGELOLA BARANG.

h{enetapkan Penghapusa:e Barang Milik Daerah dari Daftar
Barang Pertgelola Barang, sebagaimana tercaatum dalam

Lampiran Keputusan ini.
Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang

Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada DIIITUM KESATU

dilaksaaaka:: karena alasan ... ............{3} dan rnembebaskan

Peagelola Barang dari taaggung jawab admiaistrasi dan {isik atas

barang ya*g berada dalam peaguasaaa Pengelola Bara:rg.

Pengelotra Barang untuk melakukan penghapusan dari Daftar

Pengeloia Barang.

Pengelola Baraag melaporkan hasil pelaksanaar:. penghapusafi .

Keput*san Bupati ".. ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI KARO,

,.......{6}
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Petunjuk Pengisian:

{1} Diisi nama Provinsi/ Kabupaten f lKota yang bersangkutan.
{21 }iisi riom.or surat.
{3} Diisi alasan penghapusa*.
i4) Diisi ternpat ditetapkan.
{5} Diis i tanggal ditetapkan.
i6) Diisi nama Gubernur/ Bupati/ Walikota.
{7t Diisi nomor urut.
{8} Diisi nomor penggolongan dan kodefikasi barang .

{9} Diisi nomor kode register barang Diisi jumlah barang,
{10} Diisi nan}a barang sesuai penggolongan dan kodefikasi barang

{8}.
{11} Diisi tahun pe rolehan barang yarig akan dir.rsulkan

penghapllsan.
{12} Diisi jumlah barang dalam bentuk seperti unit, 1uas, d11.

{13} Diisi nilai harga satuan perolehan.
{L4) Diisi total nilai perolehan rnerupakan perkalian jumlah

barang per unit dan harga satuaa per unit.
{15} Diisi nilai pe nyuslttar untuk barang milik daerah yang

dapat disusutkan.
{i6} }iisi nilai bukr:. merupakaa total ni}ai perolehan dikurangi

r:i1ai penJrusutan, untuk barang mitrik daerah yang dapat
disusutkan.

{17} Diisi spesifikasi barang seperti merk, T}pe, ukuran, lokasi
terapat untuk tanah dan/ atau bangunan.".dl1

t18l Diisi kondisi baraag baik, rusak ringan atau n:.sak berat.
{19} Diisi keterangan lainnya yang dianggap perlu.



2. FORMAT SURAT KIPUTUSAN
PENGGUNA BARANG/KUASA
BARANG.

PENGHAPUSAN DARI
P=NGGUNABARANG

DAFTAR EARANG
OLEH PENGELOLA

KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG

NCMOR. ......(1i

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA

BARANG/ KUASA PENGGUNA BARANG-. - -{2}

PENGELOLA BARANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka meaghapus barang daftar Penggun

Barangf Kuasa Pengguna Barang ---.-"t2) dikaren
alasan ,......{3}, per}u ditetapkaa Keputusan ten

Penghapu.san Barang Milik Daerah dari Daftar Baran

Pengguna BaranglKuasa PEngguna Barang"

Mengingat : 1. undaag-undang Nomor 23 Tahun 2aL4 tentan
pemerintahan Daerah {l,embaran Negara Republi

Indoaesia Tahun 2A14 Nomor 244, ?ambahan Lem

Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagai

telah diubah beberapa kali terakhir dellgall undang
Undang Nomor 9 Tahurr 2015 tentaag Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 ten

Pernerintahan Daerah {Lembaran Negara Repub}i

Indoaesia ?ahun 2A15 Nomor 58, Tambahan Lem

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 TaSnsrt 2014 ten

Pengelolaan Barang Milik NegaralDaerah tlert
Negara Republik Indonesia tahun 2AL4 Nomor 9

Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia

5s33];

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .... Tahun

tentarrg Pedoman Pengeiolaan Baraag Miiik

{Berita Negara Republik Indonesia tahun "" Nomor ""};
4. Peratr:.ran Daerah Nomor ... Tahun ..'. tentang "".-"



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KE?IGA

KEEMPAT

KALIMA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN PENGELOI,A BARANG TENTANG PENGHAPUSAN

BARANG MILIK DAERAH DARI DAITTAII BARANG PENGGUNA

BARANG/ KUASA PE \IGGUNA BARANG........ "{2}.

Meaetapkan Penghapusaa Barang Milik Daerah dari Daftar

Barang Pengguna BarangfKuasa Pengguna Barang,

sebagaima.na tercantum dalar:c l"ampiran Kepufirsan ini.

Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar

Pengguna Barang/Kuasa Peagguna Barang.......{2} sebagaimana

dimaksud pada DIIffUM KESATU dilaksanakan karena

alasan ...............{3} dan membebaskan Peagguna Baramg/

Kua.sa Pengguna Barang........{2} dari tanggung jawab

administrasi da-n {isik atas barang yarlg berada dalam

penguasaan Pengguna BaraaglKuasa Pengguna tsarang.

Pengguna tsaranglKuasa Pengguna Barang....'.(2) untuk

melakukan penghapusan dari Daftar Barang Penguna

BaraaglKuasa Pengguna Barang......... {2}.

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.......(2t melaporkan

hasil pelaksanaan penghapusa*.

Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota i.ni

r:nulai berlaku sejak tanggat ditetapkan.

Ditetapkan di ...."......"........i4)
pada tanggai "............-....{5}

PENGELOI.A BARANG,

{6}
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Pettrajr.rk Pengisian :

{1} Diisi nomor surat.

121 Siisi aarna Penggl:aa Ear**glKrasa Penguna Barang'

{3} }iisi ala.se:.r peaghapusan-

{4} *iisi tangg*t ditetaPkaa.

{5} }iisi:ailgga:dite;aPka*.

{A }iisi nataa PeageS*la Barang.

{7} }iiei rrotn*r ur*t.
{S} Diisi no:r:or peaggolo*ga$ darr ka*efikasi }*rang-

{9} }iisi ltotaor k+de register barar:g-

{1O} Diisi rtama barang sesr.rai penggolongan dan kodeiikasi barang {8}'

{11} Diisi tahun perolehaa barang ya:rg akan diusulkan peaghapusan.

{12i Diisi Jrrmtratr Barang dalam bentuk seperti unit, luas, d11

i13) Diisi nilai harga satuan perolehan-

{1a} Diisi total nilai perolehan merupakan perkalian jumlah barang per unit

dan harga safuar:. bara:rg Per uait.

ilS) Diisi nilai penyusutaa untuk barang raitik daerah yang disusutkan.

{16} Diisi nilai bukur merupakan total ailai perolehan dikurangi nilai

peay-usutaft, untuk barang milik daerah yaag dapat disusutkan.

{17} Diisi spesifikasi barang seperti rnerk, qrpe, ukuran atau loka.si tempat

untuk tanBh dan/atau bangunan- - -dli-

{1S} Diisi kondisi barang baik, rusak riagan atam rusak berat.

{19} Diisi keterangan lainaya yang dianggap perlu'



2. FONSA,T ST'RAT PEIISITUJUAIT

FORMAT SURAT PERSE?UJUAN OLEH BUPA?I KARO

KOP SURAT

{1)

Kepada:

Nomor : (2) Yth
(3)

(4) di-
t6)

Sifat : {5)

Lampiran :

Hal : {7}

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor

tanggal hal....(8), dengan ini diberitahukan bahwa

permohonan t6) sebagaimana tercantum dalam

lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui.

Guna tertib administrasi pengetolaan barang milik daerah,

untuk berpdoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor.... Tahun "... tentang Pedoman Pengelolaan

Barang Miik Daerah, dengan ke te*tuan sebagai berikut:

1 " ...".;
2. ...... (9) dst.

Dernikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih

BUPATI KARO

(10)

Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi r1ama kota dan tanggal surat perseh4ir:an diterbitlan"
t2) Diisi nomor surat.
t3l Diisi sifat surat.
{4} Diisi jumlah larnpiran.
iSi Diisi Pengeloia BaranglPengguna Barang yang rnengajukan permohonan

usulan persetujuaa.
i6) Diisi jenis persetujuan.
iyi Diisi temp.t P."tg.lola Barang/Pengguna Barang yang mengajukan usularr

persetujuan.
tS) bii"i *o*or, tanggal, hal peag4iuan usulan persetujuan dari Pengelola

tsiasang I Pengguna Bara*g.
{9} Diisi hal-hal yang perlu dituangkan da}arn surat persetujuan.
( lolDisi tlama gubernur / *ryatt I waJikota.



r r.f)

@

ox
}c
tr
o-

eo

(.,

:

:
z.
:l
z.
tn
\a
J
6
\c
-tFz.
=
=..?3t-
tlj(t'
o
(,z

-
g.
LLI

G
:c
=
=(}
z.
d.
IE

Ft!
o

?(r)
(n
L
{uF

o
EoZ

L

$
J':=
J

oo
o(L
#(6

J

?

(U

'a
E
(s

{D
fl

}-

oE (p

t',crt
L
{s

GA

CA

E
Eo:l

t.()

(o($
EqoatI)

rir

v
E.G:z.

(Y)

=g'6 Ba:-=Nz 
=={t)o-

<\a

:G'=
-Eo-EEE-€a

a-<6(o-
tu6

-= 6(tt

o

E
-g
==-

(t

-C=(USG
,(E6
ro

.L

6

EorrCbEz6
-ctr

c)
-g
ar,
<l)

{t)Eo

!o

(,,
E(6
tt
{a
o)Eo:t

rr)

<i
z, .(r



Petunjuk Pengisian:

{1) Diisi nomor surat.

{21 Diisi tanggal surat.
(3) Di isi jenis persetujuan.
(41 Di isi nomor urut.
(5) Diisi nomor penggolongan dan kodefikasi barang.

(6) Diisi nomor kode register barang.

l7l Diisi nama barang sesuai pengg olongan dan kodefikasi barang

(5).

{8} Diisi tahun perolehan barang yang akan diusulkan penjualan.

{9) Diisi jumlah barang dalam bentuk seperti unit, luas, d11.

(10) Diisi nilai harga satuan perolehan.

{11} Diisi t otal nilai peroiehan merupakan perkalian jumlah
barang per unit dan harga satuan per unit.

{121 Diisi nilai penyusutan untuk barang milik daerah yang

dapat disusutkan.

{13} Diisi nilai buku merupakan total nilai perolehan dikurangi nilai
penyusutan, untuk barang milik daerah yang dapat disusutkan.

{14} Diisi spesifikasi barang seperti merk, type, ukuran atau lokasi

tempat untuk tanah danl atau bangunan.

{15} Diisi kondisi barang baik , rusak ringan atau rusak berat.

{16) Diisi hal -hal sesuai kebutuhan surat persetujuan.

{17l. Di isi keterangan lainnya yang dianggap perlu.

{18} Diisi nama jabatan Gubernurl Bupati/ Walikota.

I "u"olr 
KARO'

TERKELIN BRAHMANA
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